PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR |§ TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Memimbang :

Mengingat :

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

bahwa berdasarkan Pasal 114 Avat 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah  vang
berbunyi * Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 dijadikan Dasar Penetapan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daecrah (APBD) vang
diajukan scbagaimana dimaksud pada huruf a
merupakan perwujudan dari  Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan
dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dalam
Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan
Kakyat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur
dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Ogan Komering [lir Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 lentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l dan Kotapraja di
Sumatera  Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyclenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Eepublik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



£

1E.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43535);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44040);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 2387),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan ...
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16.

s

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Penpawasan atas Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090];

Feraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyvat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistemn  Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

20. Peraturan ...
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23,

24,

26.

27,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penvusunan dan Fenerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

-Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan  Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara
Fepublik  Indonesia Tahun 2010 Nomer 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

+

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
<2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016,



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN QGAN KOMERING
ILIR  TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
EELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Angearan
2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 2.264.727 .430.320,-
2. Belanja Daerah Rp. 2.375.340.475.694 -
Defisit Rp. 110.613.045.374,-

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 116.613.045.374,-
b. Pengeluaran Rp. 6.000.000.000,-

Pembiayaan netto Rp. 110.613.045.374,-

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun
Berkenaan Ep. 0

Pasal 2
(1} Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -

a. Pendapatan asli daerah Rp. 332.007.158.560,-
b. Dana perimbangan Rp.1.618.922.946.160,-
¢, Lain - lain pendapatan daerah yang sah Rp. 313.797.325.600,-

(2] Pendapatan asli dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah Ep. 47.905.319.988,-
b. Retribusi daerah Rp. 9.148.649.182 -



c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

vang dipisahkan Rp. 7.000.000.000,-
d. Lain — lain pendapatan asli dacrah
vang sah Rp. 267.953.189.390,-
(3} Dana Perimbangan
a. Dana bagi hasil Rp. 159.385.129.000,-
b. Dana alokasi umum Rp. 1.049.995.034.000,-
c. Dana alokasi khusus Ep. 409.542.783.160,-

() Lain — lain pendapatan daerah yang sah schagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi Rp. 21.714.780.600,-
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 39.252.573.000,-
¢. Bantuan keuangan dari propinsi atau

pemerintah daerah lainnya REp. 41.774.000. 000,-
d. Pendapatan lainnya Ep. 211.055.972.000,-

Pasal 3

(1} EBelanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dad
a. Belanja Tidak Langsung Ep. 1.143.752.379.363,-
b. Belanja Langsung Rp. 1.231.588.096.331 -

(2] Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja

a. Belanja pegawai Ep. 829.613.901.465,-
b. Belanja subsidi Rp. 1.345.085.000,-
¢. Belanja hibah Rp. 9.186.490.500. -
d. Belanja bantuan sosial Rp. 2,395.981.500,-
e. Belanja bagi hasil Rp. 79.100.001.158.-
I. Belanja bantuan keuangan Rp. 221.360.919.740,-
g. Belanja tidak terduga Rp. 730.000.000,-

{3} Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari belanja :

a. Belanja pegawai Rp.

b. Belanja barang dan jasa Rp.

¢. Belanja modal Rp.
Pasal 4

(1] Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Ep. 116.613.045.374.-
b. Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,-

(2) Penerimaan. ...



(2] Penerimaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan :
. Penerimaan kembali pemberian pinjaman  Rp. 1.855,.140.687,-
b. Penerimaan piutang daerah Rp. 114.757.904.687, -

(3] Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
Jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal saham pada Hp. 2.000.000.000,-
Bank Sumsel
b. Penyertaan modal saham pada Rp. 1.000.000.000,-

Perusahaan Daerah Bende Seguguk

&

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daegrah
Sebagmimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i,
terdiri dari :

1. Lampiran| Fingkasan APBD;

2. Lampiran 1 Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayvaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan:

3. Lampiran V Rekapiltulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

&. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per solongan dan  Per
Jabatan;

7. Lampiran VII  Daftar Piutang Dacrah
8. Lampiran VIIl Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daltar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asct
Tetap Daerah;

10. Lampiran X. ...
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10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
lainnya;

11. Lampiran X1  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun angparan ini:

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APED.

Pasal 7

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016 berlaku mulai
tanggal 1 Januari 2016,

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

IS

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR:

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 16/0KI/2015



